GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 617/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 229/KPTS/BPKAD/2021 TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor
229 /KPTS/BPKAD/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor

150/KPTS/BPKAD/2024, telah ditetapkan Satuan Biaya Perjalanan
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

bahwa untuk menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Presiden
Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional,
Keputusan Gubernur Nomor 229/KPTS/BPKAD/2021 tentang
Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Keputusan Gubernur Nomor 150/KPTS/BPKAD/2024, perlu
dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Nomor
229 /KPTS/BPKAD/2021 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);




